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ABSTRAK : Bahwa dalam rangka memberikan kesempatan pada masyarakat untuk terlibat 
sebagai pemantau, perlu diatur tata cara pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil 
Bupati Karanganyar Tahun; 

 Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c UU Nomor 15 Tahun 
2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa tugas dan wewenang KPU 
Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap 
tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 64 Tahun 2009 
tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantau Pemilu Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah, untuk keperluan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, KPU 
Kabupaten menetapkan pedoman teknis tentang pedoman tata cara pemantau 
dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, perlu menetapkan Keputusan KPU 
Kabupaten Karanganyar tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara 
Pemantau dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013. 

  
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini 

adalah : 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; UU Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); UU Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan 
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, 
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 
tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan 
atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan 
KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 



2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Peraturan Sekretariat Jenderal KPU, 
Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah 
diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan 
KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; 
Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU 
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 
10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 
tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, 
PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300); Peraturan KPU Nomor 64 Tahun 
2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilu Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Teknis Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilu 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 304); Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara 
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata 
Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemiu Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 305); 
Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye 
Peserta Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan 
Dana Kampanye Peserta Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 308); 
Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, 
Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299); Peraturan KPU Nomor 11 
Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 301); Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara 
Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 302); Peraturan KPU 
Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, serta Penetapan Calon 
Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 306); Peraturan KPu Nomor 9 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825); Peraturan Komisi 
Informasi Nomor 1 Tahun2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272); Peraturan Komisi Informasi 
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 
Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 
2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Keputusan KPU Kabupaten 
Karanganyar Nomor : 02/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2012 tentang Tahapan, 
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar 
Tahun 2013. 
Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 10/Kpts-K/KPU-Kab-



012.329506/2013 diatur tentang : 

Menetapkan Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan 
Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, sebagaimana tersebut 
dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini. 

 
 CATATAN :  - Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini berlaku sejak tanggal di ditetapkan  
  tanggal 20 Maret 2013. 

- Lampiran 15 Halaman. 
 

 


